BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR |Z TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran daerah
Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah, serta pelaksanaan pembangunan yang terencana dan
terakomodir dalam kerangka sistim perencanaan
pembangunan, perlu disusun rencana jangka menengah
daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategi
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan,;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan
Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi
pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana  Strategis Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856j);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangaan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 845);

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 20235
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029.

BAB 1
RETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Siak.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

1.
2.

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Siak.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-

2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah

untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 20235 sampai dengan

Tahun 2045.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut
RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) Tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima)
Tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
Tahun.

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin
diwujudkan selama 5 (lima) Tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan
Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran
RPJMD.

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja
yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya
pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu
output/keluaran.

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan
atas proses pemanfaatan sumber daya.

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan
yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan
diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan
penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang
dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perngkat Daerah.

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian
kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam
rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
disebut dengan DISPERINDAGKOPUMKM adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, urusan
pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi ,
Usaha Mikro Kecil dan Menengah.



BAB II

KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Renstra DISPERINDAGKOPUMKM Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 merupakan
penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang bersifat indikatif.

(2) Renstra DISPERINDAGKOPUMKM Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan
urusan pemerintahan bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang
Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah sesuai dengan tugas dan fungsi.

{3} Renstra  DISPERINDAGKOPUMKM  Kabupaten Siak Tahun 2025-2029
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam
menyusun Renja DISPERINDAGKOPUMKM Kabupaten Siak.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

(1) Renstra DISPERINDAGKOPUMKM Kabupaten Siak tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sitimatika sebagai berikut:
a. BABI : PENDAHULUAN

b. BABII : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
c. BABIIl : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

d. BABIV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN ARAH KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

e. BABV : PENUTUP
(2) Penjabaran Renstra DISPERINDAGKOPUMKM Kabupaten Siak Tahun 2025-2029

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGANDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4
(1) Kepala DISPERINDAGKOPUMKM Kabupaten Siak melakukan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Renstra DISPERINDAGKOPUMKM Kabupaten Siak Tahun
2025-2029.
{2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra DISPERINDAGKOPUMKM
Kabupaten Siak Tahun 2025-2029;
b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra
DISPERINDAGKOPUMKM Kabupaten Siak Tahun 2025-2029; dan



c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penyusunan Renstra
DISPERINDAGKOPUMKM Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.

BAB YV
PERUBAHAN RENCANA STARTEGIS
Pasal 5

(1) Perubahan Renstra DISPERINDAGKOPUMKM Kabupaten Siak Tahun 2025-2029
dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renstra DISPERINDAGKOPUMKM Kabupaten Siak Tahun 2025-2029
dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan darurat,
keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

Pasal 6

(1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam
dokumen Renstra DISPERINDAGKOPUMKM Kabupaten Siak tahun 2025-2029
dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun
berkenaan.

(2) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan

Pemerintah Pusat, Provinsi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7
Rencana Kerja DISPERINDAGKOPUMKM Kabupaten Sitak Tahun 2026 yang telah
ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan
Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 12
Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026
(Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
paga tanggal |Z Januari 2026

‘rn ATI SIAK, 0{
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Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal |<¢ Januari 2026

SE ARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 7‘//

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2026 NOMOR (72



